Menimbang

Mengingat

BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 dan Pasal 101
Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu ditetapkan tata cara pengelolalaan dengan suatu
peraturan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang Darurat  Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
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Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5556);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881).

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahuh 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK AIR TANAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dawiah adalah Kalupdien Mdmpawah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.

.(,\)

Bupati adaiah Bupati ivMiempawah.

4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah yang
selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Mempawabh.

5. Pejabat adalah Kepala BPPRD Kabupaten Mempawah.

6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/ atall pemanfaatan air tanah.

7. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
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8. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis
pemanfaatannya.

9. Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah adalah kegiatan
pengambilan dansatau pemanfaatan air tanah vang dilakukan dengan
cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat b:.angunan
penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.

10. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil perbulan
dalam satuan meter kubik.
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Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air
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dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air;

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah
yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan
Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

Harga Air Baku yang seclanjutnya disingkat HAB adalah biaya
pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah yang besarnya
tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan
volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
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dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang
besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah
serta volume pengambilannya,

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume
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diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk
memperoleh data dan informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh
BPPRD dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD) kepada Wajib Pajak untuk disi secara lengkap dan benar.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
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undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap
Wajib Pajak.

Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dilem mess podslk, delews telunoasl astey fxlorg Beasan SShns pajels

menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

Surat Pendaftaran Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
sufat yang digunakan wajb pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan objek pajak.
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Surat Setoran Pajk Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
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surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.
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25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah

(3)
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berupa bunga dan/atau denda.

BAB I
TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 2

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan
telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak
dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai nernaiakan daerah.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang menjadi dasar bagi Wajb Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi
dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak
yvang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan jangka
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 3

Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

oo o

(1)

(2)

keperluan dasar rumah tangga;
pengairan pertanian rakyat;
perikanan rakyat;

notarnalran v-r:]nrr:H-

keperluan keagamaan; dan
kegiatan untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Darelatnne
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Pasal 4

Pejabat melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya
jumlah /volime pengamhilan dan pemanfaatan  Air Tanah yang

dlgunakan oleh Wa_]lb pajk berdasarkan penggunaan meter air (water
meter).

Pendataan objek pajak dan subjek pajak sebagaimanadimaksud pada
ayat (1), dicatat oleh Petugas BPPRD dengan menggunakan Formulir
Pendataan atau dokumen iain yangdipersamakan.
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(4)

(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(3)

Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (water meter)
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Tanah didasarkan pada volume maksimal pengambilan dan
pemanfaatan Air Tanah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yang

%11z1nkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Pengusahaan Air
anah.

Dalam hal meter air (water meter) rusak, besarnya jumiah pengambilan
dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada volume maksimal
pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dalam 30 {tiga puluh) hari
kaiender yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin
Pengusahaan Air Tanah.

Dalam hal pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan
sementara/selamanya atau pergantian sumur atau terjadi kerusakan
meter air (water meter) maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan
secara tertulis kepada Pejabat.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 5

Orang pribadi atau Badan yang akan dan/atau sudah melakukan
pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah wajib melakukan
pendaftaran dengan mengisi formulir SPOP yang disediakan berbasis
sistem pajak online/atau dapat dilakukan langsung pada pelayanan
BPPRD, dengan lengkap, jelas dan benar serta menyampaikan kepada
Pejabat.

Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi
dan dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar
induk wajib pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai
NPWPD.

Berdasarkan formulir SPOP dan pendataan, Pejabat atas nama Bupati
menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk
perorangan atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.

Formulir SPOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang
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Pasal 6

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif, Pejabat dapat melakukan penonaktifkan atau penghapusan
NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan secarajabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
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harus menerbitkan Keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga} bulan sejak
tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan
wajib Pajk dianggap disetujui.
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{(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secarajabatan atau atas dasar

(1)

(3)

(4)
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dilakukan sepanjang Wajib Pa jak:

a. Tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. Tidak sedang mengajukan Upaya Hukum berupa keberatan, banding,
gugatan atau peninjauan kembali.

Bagian Kempat
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 7

Dasar pengenaan PAT adalah Nilai Perclehan Air Tanah.

Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.,
Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

knrﬂnonr17nﬂ 1’\1!‘]
sarkan bicya pamdhnnaardan pengendalion sumber dyva Air

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam
koefisient yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:

jenis sumber Air Tanah;

lokasi sumber Air Tanah;

tujuan pengambilan dan/atau pemantaatan AirTanah;

volume Air Tanah yang diambi! dan/atau dimanfaatkan;

kualitas Air Tanah; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemantaatan Air Tanah.

o oo P

Besaran nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh
Gubernur.

Pasal 8

Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diformulasikan
untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen
berikut:

a. Sumber daya alam; dan

b. Peruntukan dan pengelolaan.

(1)

Pasal 9

Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8
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a. jenis sumber Air Tanah;
b. lokasi sumber Air Tanah; dan
c. kualitas Air Tanah.

Jenis sumber Air Tanah dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana
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sebagai benkut
a. ada sumber air alternatif (terdapat jaringan perusahaan daerah air
minum dan atau terdapat sumber air permukaan);
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(3)

(1)

b. tidak terdapat sumber air alternatif, baik jaringan perusahaan daerah
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Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditentukan oleh kriteria berikut:
a. kualitas air tanah baik; atau
b. kualitas air tanah tidak baik.

Penentuan kualitas Air Tanah baik atau tidak baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan sertifikat
hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

Pasal 10

Komponen peruntukan dan pengelolaansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b meliputi faktor berikut:
a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung
dalam satuan meterkubik (m3) yang diperoleh berdasarkan angka
meter air.
¢. Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang
diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
a. s/d 50 m? (lima puluh meter kubik);
b. 51 m3 (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500 m? (lima
ratus meter kubik)
c. 501 m? (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 1000 m3
(seribu meter kubik)
d. 1001 m?3 (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2500 m3 (dua
ribu lima ratus meter kubik);, atau
e. Lebih dari 2500 m?3 (dua ribu lima ratus meter kubik).

Bagian Kelima
Kelompok Pengguna Air Tanah

Pasal 11

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dibedakan dalam 5 (lima) kelompok
nengoll na Air Tangh vang ditetapkan dalam bentull pengusahaan
berikut:
a. kelompok 1 (satu), merupakan bentuk pengusahaan produk berupa

Air, meliputi:

1. pemasok air bakuy;

2 peruwahaan air minum;

3. industri air minum dalam kemasan;

4. pabrik es kristal; dan

5. pabrik minuman olahan

b. kelompok 2 (dua), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan
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penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:

1. Industri kecil

2. Pabrik makanan olahan;

3. Hotel Bintang 3 {tiga), Bintang 4 (empat), Bintang 5 (lima);
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(3)

(2)

(3)

4, Pabrik kimia; dan
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c. kelompok 3 (tiga), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan
Air termasuk untuk membantuproses produksi dengan penggunaan
Air dalamjumlah sedang, meliputi;

. hotel bintang 1 (satu) dan hotel bintang 2 {(dua);

.ussha nersewaan jagsa kantor:

. apartemen;

. pabrik es skala kecil;

. agro industri; dan

. industri pengolahan logam.

Ut WD

d. keiompok 4 (empat), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan
Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam
jumlah kecil, meliputi:

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
2. tempat hiburan;
3. restoran;
4. gudang pendingin;
5. pabrik mesin elektronik; dan
6. pencucian kendaraan bermotor;
e. kelompok 5 (lima), merupakan bentuk pengusahaan produk bukan

Air untuk menunjeng kebutuhan pokok, meliputi:

usaha kecil skala rumah tangga;hotel non~b1ntang,rumah makan;
danrumah sakit;

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan
pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Dalam hal terdapat pengguna Air Tanah baru yang belum tercantum
dalam bentuk pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk pengusahaan yang sejenis,
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Bagian Keenam
Perhitungan

Pasal 12

Perhitungan Besarnya Harga Dasar Air Tanah ditentukan oleh:
a. HAB; dan
b. BAT

HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, d1h1tung berdasarkan
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volume yang dihasilkan/diproduksi dalam masa umur ekonomis.

BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disesuaikan dengan
bobot nilai komponen sumber daya alam serta peruntukan dan
pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok
penggunaan Air Tanah serta volume pengambilan yang dihitung secara
progresif.
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Pasal 13

(1) Untuk menentukan besarnya BAT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memberikan nilai
tertentu pada setiap komponennya.

(2) Nilai komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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i No Kriteria Peringkat Bobot
"1 | Air Tanah Kualitas Baik, ada 4 16
Snmher Air Alternatif |

2 | Air Tanah Kualitas Baik, 3 9
E tidak ada Sumber Air
: Alternatif
| 3 | Ar Tanah Kualitas tdak | 2 | 4
' Baik, ada Sumber Air
‘ Alternatif
‘ 4 | Air Tanah Kualitas tidak 1 1
|

|I Alternatif

(3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam
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volumepengambilan yang dihitung secara progresif dengantabel berikut:

| Volume
! Pengambilan
| No l | 0-50 51—~ | 501~ | 1001~ | > 2500 I
M3 500 M3 | 1000 | 2500 M
M3 M3
Peruntukan J
w | | [

1 | Kelompok5 | 1 1,5 | 2,25 3,38 5,06
|2 | Kelompok 4 3 4.5 6,75 | 10,13 | 15,19
; !
'3 | Kelompok3 5 | 75 |11,25]| 16,88 | 25,31
‘4 Kelompok 2 ¥ 10,5 | 15,75 | 23,63 | 35,44
I 5 KeIOmpok 1 9 13,5 | 20,25 | 30,38 | 45,56 |

faktor pengali
pengelolaan.
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(4} Nilai sebagmznana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3) dipakai sebagai
terhadap persentase komponen peruntukan dan




Pasal 14

(1) Besarnya BAT diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen

Sumber Daya Alam dengan bobot komponen peruntukan dan
pengelolaan.

(2) Besarnya bobot komponen Sumber Daya Alam dan bobot komponen

naruntnlrzon Ann nancalnl v i
e el an  dan  pengRigican schomimans dimaliend sada avat (1)

adalah sebagai berikut:

Komponen Bobot
Sumber Daya Alam 60%
| Peruntukan dan Pengelolaan 40%

(3} Dalam menetapkan kriteria BAT, Pemerintah Daerah dapat

mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah dan pusat
Pertumbuhan.

Pasal 15

(1} Perhitungan NPA sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh
dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan

(dalam ukuran m3 (meter kuhik) dengan HDA

(2) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah volume air yang
diambil dan/atau dimanfaatkan.

(3) HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan
RAT dengan HAR

(4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan rumus sebagai berikut:

NPA =|Volume Progresif x HDA,

HDA |~ |HAB X BAT

BAT =|(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam)+ (40% x nilail
Komponen Peruntukan dan Pengelolaan),

NPA = | Volume Progresifx HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber
Dava Alam) + {40% x nilai Komnonen Peruntnkan dan
Pengelolaan}].

Bagian Ketujuh
Penetapan

Pasal 16

(1) Wajib Pajak PAT membayar Pajak yang terutang dalam suatu masa
pajak sesuai dengan penghitungan NPA berdasarkan penetapan Bupati
atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan berbasis sistem pajak online.

(2} Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa nota perhitungan.
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(3)

(1)

(2)

(2)

(3)

Format SKPD dan Nota Perhitungan Pajk Daerah sebagaimana
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tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedelapan
Surat Tagihan Pajk

Pasal 17

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya
Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk

jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah
jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran,; atau

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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pembenan sanksi administratifberupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 {(dua puluh empat) bulan sejak saat
terntanonya Paiak gerta hagian dari bulan dihitune nennh 1 {gatul

bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dikenai sanksi sanksi administratif berupa bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau
kurang dibayar, dihitung dari tanggaijatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, untukjangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Format STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
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Bagian Kesembilan
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 18

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang dengan menggunakan SSPD berbasis online/atau dilakukan
langsung pada pelayanan BPPRD.

Pembayaran atau penyetoran Pajk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

KABAG PERANGKAT DAERAH Pit. ASISTEN
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(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia
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penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
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(5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu
pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal penetapan SKPD.

(6) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
e 1

D ke 2 Al + e e o . T m i e e el vam A dnam
Dlprets ™ i T GETEAN PENEINPpUtaniiTya Qauaiil  LOETita Dacrah I{QUHHQLCLL

Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal Q}ﬂ-lo - 2024

\QPJ BUPATI EMPAWAI—I,V

MAIL

dangkan di Mempawah
pada tanggal 23" 'Q’DM
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LAMPIRANI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR E71 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PAJAK AIR TANAH

. Jenis Permohonan : { ] Permohonan Baru [ ] Perubahan Data
. Nama Objek z

. Alamat Objek
. Jenis Objek
TMT Beraperasi
. NOPPBB e e e s
. Status Usaha ¢ [ JInduk [ ]1Cabang
. Jumlah Semur :
. Izin Pengambilan Air Tanah ;| 1udak ada [ lada
A. Nomor dan Tanggal :

W 00 =1 & B W R e

Jangka Waktu Izin
Kedalaman Sumur
Jumlah Pemanfaatan
Tujuan Pemanfiaatan

B. Nomor dan Tanggal

Jangka Waktu Izin
Kedalaman Sumur
Jumlah Pernanfaatan

Tninan Pemanfaatan

C. Nomor dan '{'anggal

Jangka Waktu dan [zin
Kedalaman Sumur
Jumlah Pemanfaatan
Tujuan Pemanfiaatan

10. Keterangan Lam Lain
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuat dengan ketentuan

Perundang-nndangan vang herlaku sava menvatakan hahwa apa vang telah sava heritahnkan di atas
beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

PETUGAS PENERIMA WAIJIB PAJAK

Diterima tanggal NamalJelas

Nama Jelas R S

NIP Tanda Tangan
Tanda Tangan /

%PJ BUPATI AMEMPAWAH,

9\-[ L

pisndangkan di Mempawah

pada fanggal .23\ FL 5
P35 “SEXREFARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ABDYL MALIK

DERITA DAERAHYKABUPATEN MEMPAWAH
N D-DM( HOMOR .. S &........




LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI MEMPAWAL

NOMOR sa TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

. — - —— g

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Daeng Manambon

Nama Waib Pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Nomor BT e e [ T el
Masa Pajak R R T sfd

Nama Pemilik '
Alamat; :
Nama Usaha i
Alamat Usaha z
NPWPD :
Tanagal Jatuh Tempo =
Keterangan :
No Kode Rekening i Jenis Pajakk Daerah i Jumiah {Rp.)
Jumiah Ketetapan Pokok Pajak
Jumiah Sanksi & Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseiuruhan
Jumlatikdenagean Bt s o G L e s T e R

PERHATIAN :

L

-
P

A=) - B L e T Lt BT T P o e ] f ¥ i d o Smbosom Aib e ats
¢ PPELNIG SN L G DUOR. GLGU DN O 1Y WUGYEE IEAOL WGRUE O g GG S 1011 SO0 DN L WIS IS (R AT G RS

Harap penyetoran dilaskukan melalui BKP atau Kas Daeerah (BANK KALBAR (BPPRD PAJAK AIR TANAH KAB MPW), No
RERENNG i s asiinia v s ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerh (SSPD)

T . )

P et ol Fomime
NGt

sankst administrasi berupa bunga sebesar 1 % perbulan,

MEIPAWAN,, i asiashiisssitmssiasdarnsdd ot s
Kepala Bidang

NIP,

\{(P.J BUPATI MEMPAWAH, %

IS L

Plsndangkan di NMempawah
nada tanggal. 227107203

PJ'.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
\

ABDYL MALIK

BERITA DAERAN KABUPATEN MEMPAWAH
180U L2084 NGIOR .. 34........

MEMPAWAH Kode Pos, 78911



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR £3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK DAN ISI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telp.(0561) 8126154-(0561) 8126367
MEMPAWAH Kode Pos. 78911

NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAERAH
(Official Assesment)

Nomar

Masa Paiak
Tahun Paiak
N:‘—uma Waiib Patak

Bl s
P

Nama lsaha Y bt e e st el pe B L
Alamat lisaha e S s

NPWPD
Uraian
A._Dasar Pengenaan Paiak

AT

S Tanggal

onan
No

Kode Rekening Uraian Pajak Terhutang (Rp)

Ketetapan Pajak

D Sanksi administrasi:

1 Kenaikan Ro.
2 Denda Rp.
Rp.
3 Bunaa
Jumlah RD.
Total Rp.
Duml e U o o e S S i e i e
Mempawah, ... :
Kepala Bidang Kepala SubBidang

iNIP, NIP. /

‘!‘PJ BUPATI/MEMPAWAH,

Siundangkan i Mempawah
pada {anggal _23-1077204

P2.3EXRETARIS DALRAH KABUPATEN WMEMPAVWAH

\

ABDUYL MALIK

ERITA DAERAL RABUPATEN MEMPAVIAK
TAHUN .20:24.. NOMOR ... 5. 8........




LAMPIRANIV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR &8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PHE VIER IINTAH KABU PATEN iviELVIPAWAIS
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
lalan Daeng Manambon Telp. {0561} 6693 068

NOYSEhaadtli, = et
SURAT TAGIHAN PAJAK DAER At (STPD)
No. Kohir: Tahun;
PAJAK TERHUTANG: Rp
Tl mimatlem AL I PuaTal.
TUCILILOD VYO M T ajan
1 Nama
2. Alamat

3 NPWPD 0 (L EN N e s (S [

|dentitas Pajak Daerah
1. Jenis Pajak
2. Objek Pajak

PERINCIAN PAJAK TERHUTANG

1. Pajak terhutang dalam

a Tidak atau kurang bayar = Rp.
b. Kurang bayar akibat safah tulis/satah hitung = Rp.
2 Sanksi Administrasi:
M bulan X Rp....cveccerecvc e La/b} = Rp.
2, EiinbhebaisteToskikana - Ro
B T I G M s et g e e e N e R Ae AL o )
RO s
PERHATIAN:
1. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) ini harus Kepata Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

diliunaci 1 (catul hnlam calal vanan:sl ditarima
CLalaly 2 (Satly) SRLaN S840 Yalgod i SILaliina.

Daerah Kabupaten Mempawah
Apabila sampai jatubh tempo jumlaah pajak
terhutang belum dilunasi dapat ditagih dengan
surat paksa, sita dan lelang.

3. Tampat pembayaran di ...

NIP,

/]

F
‘%FJ BUPAYl MEMPAWAH,

Diundangkan di Mempawah

pada fanggai ..:9.‘..3. ..... =it 4

‘PJ' -SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
1

-

ABDUL MALIK

BERITA DAERAN K ABUPATEN MEMPAVVAH
TEHUN 503 4... nowior .. 5.




LAMPIRANV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR &® TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH

BENTUK, JENIS, ISI, UKURAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEVIERINTAI4 KAB UPATEN IvIBVIPAWA i4 S5FD
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DALCRAH {SURAT SETURAN PAIAK DAERAH)
Jalan Daeng Manambaon
NOMOR
TANGGAL

Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah diterima dari :

1. Nama 2

2. Alamat

3. Nama Usaha

4 Alamat Lisaha

5 NPWPD

6. Cara Pembayaran
Dengan rincian sebagai berikut:

No Kode Rekening Jenis Pajak Nilai {Rp)

Jumiah
Terbilang :
Uang tersebut di atas diterima : Uang tersebut di atas diterima :
tgl, 2 el S [ e, T L [ ) el il L
Penerima, Penyetor,
Nama g Nama
Jabatan
Tanda Tangan : Tanda Tangan
/

‘%PJ BUPA TY ME APAWAH, }

ok

Biundangkan di Mm?anr f
-\o-34

pada tanggal .237L9"
P3,SEARETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BERITA DACRAH KABUPATEN MEMPAWAH
HHUN 2094 .. NOMOR ....S3h.......




